BAB 1V
HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data.

Kecamatan Selopuro merupakan bagian dari wilayah Kabupaten
Blitar yang memiliki Luas Wilayah 39,29 Km2 . Batas-batas wilayah
Kecamatan Selopuro, sebelah barat berbatasan degan Kecamatan Talun,
sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wlingi dan Doko, sebelah timur
berbatasan dengan Kecamatan Kesamben dan sebelah selatan berbatasan
dengan Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar.

Kecamatan Selopuro terbagi habis menjadi 8 desa, yaitu:

Mronjo,Mandesan, Jatitengah,Selopuro,Ploso ,Tegalrejo,Jambewangi, Popoh.

Dalam pelaksanaan Pemilu Gubernur sebaran jumlah pemilih di

kecamatan Selopuro adalah sebagai berikut (Dalam Tabel).*
Tabel .4

SEBARAN JUMLAH PEMILIH DI KECAMATAN SELOPURO PADA

PILBUG 2018
No. DESA LAKILAKI | PEREMPUAN | JUMLAH
: JAMBEWANGI 1.622 1.625 3.247
. JATITENGAH 1,429 1.411 2.840
3 MANDESAN 1772 1.793 3.565
4 MRONJO 2,287 2,340 4.627

o0 Rekap Daftar Pemilih Tetap pemilihan Gubernur dan wakil gubernur 2018 PPK

kecamatan Selopuro
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. PLOSO 2,432 2,390 4,822
. POPOH 2,256 2,231 4,487
¢ SELOPURO 3,563 3,625 7,188
: TEGALREJO 1,822 1,803 3,625

TOTAL 17183 17218 34401

1. Perjalanan Data Pemilih di kecamatan Selopuro pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil gubernur JawaTimur tahun 2018.

Dalam hal penyusunan Daftar pemilih untuk pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur JawaTimur di Kecamatan Selopuro tentunya tidak terlepas
dar1 tugas yang di laksanakan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU )
Kabupaten Blitar dan jajaran kebawahnya yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan
(PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Desa.

Menurut bapak Masrukin 38 tahun Komisioner KPU divisi
Perencanaan dan Data yang penulis temui pada tanggal 25 me1 2019, di
kantor Komisi Pemilihan Umum kabupaten Blitar , dalam kesempatan
wawancara tersebut beliau menjelaskan beberapa hal terkait penyusunan data
Penilih di Kabupaten Blitar adapun hasil wawancaranya adalah sebagai
berikut;

Menurut bapak masrukin Penyusunan Daftar Pemilih di laksanakan
berdasarkan Peraturan KPU no 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar
Pemilih di dalam negri dalam Pemilihan Umum.

Proses tersebut di mulai dengan penyerahan data penduduk potensial
Pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun Daftar Pemilih

Sementara, kemudian data tersebut disinkronkan oleh Pemerintah bersama
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KPU paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri menjadi DP4 yaitu pada 24 —
2’7 November 2017.

DP4 harus sedikitnya memuat nomor urut, Nomor Induk
Kependudukan, nomor Kartu Keluarga,nama lengkap,tempat lahir,tanggal
lahir, jenis kelamin ,status perkawinan,alamat jalan/dukuh,Rukun
Tetangga,Rukun Warga; dan jenis disabilitas. Hal itu untuk akurasi
identifikasi Daftar Pemilih berbasis Data kependudukan dengan One person
one vote.

Pada tahap selanjutnya DP4 di sandingkan dengan Daftar Pemilih
Tetap pada Pemilu Terahir dengan penambahan daftar pemilih potensial dari
DP4 yaitu pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun dan pemilih yang baru
saja berpindah status dari TNI atau Polri yang sudah tidak aktif lagi.
Kemudian data DP4 di pecah berdasarkan Pembagian wilayah kecamatan dan
di berikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan di sertai jumlah Tempat
Pemungutan Suara tiap desa di sesuaikan dengan sebaran jumlah penduduk,
kemudian oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di turunkan Ke Panitia
Pemungutan Suara PPS tingkat Desa selaku jajaran penyelenggara paling
bawah yang tahu wilayah desanya masing masing dilaksanakan mulai 30
Desember 2017 sampai dengan 17 Januari 2018.

Untuk Selopuro sendiri jumlah DP4 adalah sebagai berikut. (Dalam

Tabel).®’

L Rekapitulasi DP4 PPK kecamatan Selopuro
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Tabel.5

REKAP DP4 PER TPS PER DESA SE KECAMATAN SELOPURO

NO DESA TPS L P JUMLAH | Jumlah KK
] 294 272 566 225

2 200 182 382 157

3 282 278 560 225

1 JAMBEWANGI 4 220 252 472 205
5 244 222 466 191

6 222 241 463 196

7 219 220 439 191

JUMLAH 1681 1667 3348 1390

| 273 263 536 223

2 240 223 463 190

2 JATITENGAH 2 260 238 148 218
4 264 273 537 239

5 219 204 423 177

6 238 263 501 226

JUMLAH 1494 1464 2958 1273

] 285 292 577 230

2 299 287 586 235

3 198 184 382 139

4 249 264 513 194

. FAENDESAN 5 230 246 476 193
6 270 262 532 229

7 196 203 399 164

8 252 226 478 196

JUMLAH 1979 1964 3943 1580

1 241 263 504 217

2 234 245 479 207

3 278 264 542 230

4 240 236 476 214

4 MRONIJO 5 330 345 675 307
6 328 351 679 306

7 164 172 336 140

8 214 217 431 207

9 350 302 652 288

JUMLAH 2379 2395 4774 2116

5 PLOSO 1 213 218 431 175
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2 213 199 412 174

3 212 217 429 185

4 195 205 400 179

5 219 204 423 174

6 313 290 603 253

7 295 310 605 238

8 287 262 549 229

9 193 213 406 171

10 220 200 420 169

11 209 202 411 171

JUMLAH 2569 2520 5089 2118
I 348 357 705 307

2 321 305 626 274

3 240 253 493 207

4 210 236 446 213

POPOH 5 256 251 507 227

6 231 202 433 177

7 195 199 394 165

8 304 285 589 256

9 179 179 358 153

JUMLAH 2284 2267 4551 1979
] 241 257 498 217

2 161 169 330 144

3 207 216 423 186

4 223 210 433 193

5 211 239 450 188

6 242 265 507 217

7 207 212 419 164

8 233 232 465 206

SETDPIRG 9 246 259 505 205
10 224 212 436 180

11 233 239 472 193

12 190 219 409 162

13 181 164 345 143

14 197 208 405 160

15 259 248 507 216

16 260 272 532 245

17 192 206 398 172

18 223 197 420 187

JUMLAH 3930 4024 7954 3378
TEGALREJO | 259 223 482 192
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2 207 215 422 176

3 274 282 556 234

4 246 258 504 220

R 260 261 521 214

6 250 234 484 213

7 263 235 498 199

8 241 223 464 186

JUMLAH 2000 1931 3931 1634
18316 18232 36548 15468

DP4 yang di turunkan ke PPS kemudian di pecah dengan berkordinasi
dengan bagian kependudukan di desa masing masing sehingga terbentuk
daftar pemilih DP4 yang sudah terpecah sesuai wilayah domisili di Desanya.

Setelah data DP4 siap maka selanjutnya adalah merekrut Petugas
Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), dalam perekrutan PPDP sendir1 tidak
boleh asal Comot tetap1 harus berpedoman pada aturan yaitu berdasarkan
pada persyaratan Penyelenggara Pemilu yaitu Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga
(RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam
pemutakhiran data Pemilih.*®

Proses Pemutahiran oleh PPDP di sebut COKLIT (Pencocokan dan
Penelitian) yaitu dengan :

a. Melakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih, dengan

Mendatangi Rumah-Rumah Penduduk

b. Meminta Kepada Pemilih Untuk Memberikan Keterangan yang

sebernarnya ; Misal Penduduk yang Disabilitas

° PKPURI no 1 tahun 2017 tentang Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota.pasall(10)
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c. Melakukan SOSIALISASI yang Berbasis Keluarga; Mewujudkan

Keluarga SADAR PEMILU.

Coklit PPDP dilakukan untuk memperbaiki Dattar Pemilih, dengan

O
cara :6)

a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum
terdaftar dalam  daftar  Pemilih menggunakan formulir Model
A.A-KWK;

b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;

c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;

d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;

e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi
TNI / Polr1

f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun
dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;

g. mencoret data  Pemilih yang telah  dipastikan  tidak ada
keberadaannya;

h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat
keterangan dokter;

1. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan Kkhusus pada kolom jenis

disabilitas: dan

% Power point materi bimtek PPK KPU kab Blitar.
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k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan  1dentitas kependudukan
bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan

Pemilihan.

Kemudian setelah di lakukan coklit hasil coklit akan di sampaikan ke
PPS yang kemudian di lakukan penyusunan daftar pemilih dan rekapitulasi
ditingkat PPS untuk kabupaten blitar dilaksanakan pada 19 februari sampai 4
maret 2018, yang dilanjutkan rekapitulasi tingkat PPK (kecamatan ) yaitu
serentak pada 5 sampai tanggal 7 maret 2018 dan penetapan Daftar Pemilih

Sementara oleh KPU kabupaten Blitar pada 10 sampai 16 maret 2019.

Setelah Daftar Pemilih Sementara di tetapkan kemudian di serahkan
kepada Panitia Pemungutan Suara /PPS di setiap Desa untuk di tempel dan di
umumkan dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat selama 10 hari, hal
in1 bertujuan agar masyarakat tahu apakah nama mereka sudah tercantum di

dalam Daftar Pemilih Sementara atau Belum sehingga hak suara mereka

terakomodasi dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTimur 2018.

Setelah tahap tanggapan masyarakat berahir kemudian dilakukan
tahap selanjutnya yaitu Perbaikan DPS yang dilaksanakan mulai tanggal 3
sampal dengan 7 April 2018 di lakukan di tingkat Panitia Pemungutan Suara
/Desa, selanjutnya di lakukan Rekapitulasi di tingkat kecamatan Oleh Panitia
Pemilihan Kecamatan /PPK pada tanggal 8 sampai dengan 10 April 2018 dan
rekapitulasi serrta Penetapan di tingkat Komisi Pemilihan Umum pada tanggal

11 sampai dengan 12 April 2018.
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Dalam proses perjalanan pemutahiran data sendiri menurut bapak
Masrukin ada beberapa kendala yaitu adanya data potensial pemilih yang tidak
atau belum memiliki KTP Elektronik , data tersebut adalah data hasil Coklit
yang dilaksanakan dari rumah ke rumah dan data pemilih pemula dar1 Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil adapun data tersebut merupakan data yang
baru terdaftar dan sudah berumur 17 tahun atau orang tua dan orang yang
berpidah domisili tetapi belum atau sedang melakukan Perekaman dan belum
keluar KTP elektroniknya, data tersebut di masukan dalam form AC Di
Kecamatan Selopuro sendirt data AC / Pemilih Potensial Non KTP elektronik

sejumlah ; dalam Tabel.

Tabel.6

Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik

Kecamatan Selopuro

NO DESA LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH
1 JAMBEWANGI 37 30 67
2 JATITENGAH 26 42 68
3 MANDESAN 51 51 102
4

MRONIJO 22 15 37
5
PLOSO 109 103 212
6
POPOH 48 51 99
7 SELOPURO 131 129 260
8 TEGALREJO 69 57 126
TOTAL 493 478 971
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Data pemilih Potensial Non KTP elektronik tersebut rawan
kehilangan Hak pilihnya karena basis Penggunaan Hak pilih dalam Pemilu
yang menurut Undang undang Nomor 7 tahun 2017 dan yang secara teknis
di jabarkan dalam Peraturan KPU nomor 2 tahun 2017 tentang pemutahiran
data pemilih  adalah data kependudukan yang di buktikan dengan
kepemilikan KTP elektronik atau surat keterangan yang di terbitkan oleh
Dinas kependudukan setempat.

Pasal 348."

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS
meliputi:

a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar
pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;

b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar
pada daftar pemilih tambahan;

d. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak
terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih
tambahan; dan

e. penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Pasal.5.”!

"'UU no 7 tahun 2017

"' PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih
dalam pemilihan gubernur dan wakilk gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan
wakil walikota. Selanjutnya di tulis PKPU nomor 2 Tahun 2017.
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(2) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan,
Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih
kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat:

a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari
pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;

b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;

f. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;

g. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

h. dalam hal Pemilih belum mempunyar Kartu Tanda
Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf
d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan
dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan

catatan sipil setempat; dan

Dar1 Proses Perbaikan DPS tersebut ahirnya mengeluarkan nama
nama dalam daftar Pemilih Potensial Non KTP elektronik dari Dattar Pemilih
Sementara Hasil Perbaikan yang kemudian di tetapkan Menjadi Daftar
Pemilih Tetapn (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Jawatimur

di Kecamatan Selopuro , sehingga rekap terahir untuk Daftar Pemilih Tetap
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untuk Pilkada Gubernur dan wakil gubernur di kecamatan Selopuro menjadi

seperti tertera di table di bawabh ini.

Tabel.6.”?

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PILKADA JAWATIMUR

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SELOPURO

NO DESA LAKI LAKI | PEREMPUAN JUMLAH

1 JAMBEWANGI 1,622 1,625 3,247
2 JATITENGAH 1,429 1,411 2,840
3 MANDESAN 1,772 1,793 3,565
-+ MRONJO 2,287 2,340 4,627
5 PLOSO 2,432 2,390 4,822
6 POPOH 2,256 2,231 4,487
7 SELOPURO 3,563 3,625 7,188
8 TEGALREJO 1,822 1,803 3,625

TOTAL 17,183 17,218 34,401

Akan tetapi permasalahan tentang daftar pemilih potensial non KTP
elektronik bukanya tidak ada solusi , dalam undang undang no 7 tahun 2017
juga sudah di akomodasi yaitu masuk kategori pemilih DPTB yaitu Daftar
pemilih tambahan untuk dapat menyalurkan hak pilihnya ,Daftar Pemilih
Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang
tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani
penggunaan hak pilihnya pada har1 dan tanggal pemungutan suara.” Dan
teknisnya yaitu dengan menunjukan KTP elektronik dengan wilayah domisili

setempat atau surat keterangan perekaman KTP elektronik yang di keluarkan

"2 Formulir DA1 KWK PPK kecamatan Selopuro
& Pkpu nomor 2 tahun 2017
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oleh dispendukcapil karena sesuai dengan Undang undang no 7 tahun 2017
syarat mengunakan hak pilih adalah KTP elektronik atau surat keterangan

perekaman dar1 dinas kependudukan dan catatan sipil.

Di selopuro sendiri dari jumlah daftar pemilih tambahan yang

menggunakan KTP elektronik sebesar;

Tabel.7.”

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN PILKADA

JAWATIMUR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SELOPURO

NO DESA LAKI LAKI | PEREMPUAN JUMLAH

1 JAMBEWANGI 1 1 2
2 JATITENGAH 1 5 6
3 MANDESAN 2 1 3
- MRONJO 7 6 13
5 PLOSO 7 13 20
6 POPOH 0 3 3
7 SELOPURO 13 11 24
8 TEGALREJO 6 4 10

TOTAL 37 44 81

Dart jumlah pemilih tambahan tersebut sebagian adalah mereka yang
dahulunya masuk kedalam daftar pemilih potensial non KTP elektronik yang
kemudian mengurus KTP elektronik dengan melakukan perekaman oleh
dinas kependudukan dan catatan sipil baik di kantor disdukcapil ataupun
yang menggunakan fasilitas perekaman di kecamatan yang tetap dilakukan

oleh tenaga dar1 dispendukcapil sebagai bentuk program jemput bola.

™ Formulir DA1 KWK PPK kecamatan Selopuro
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2. Validitas data kependudukan di kecamatan Selopuro pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil gubernur JawaTimur tahun 2018.

Dalam pembahasan validitas data kependudukan di kecamatan
selopuro sumber data yang kredibel adalah dari pihak dinas kependudukan
dan catatan sipil, menurut Bapak Anggo takdir hanuji ,S.Sos,M.M Kepala
Bidang Pelayanan Dan Pendaftaran Penduduk di Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

Pada tanggal 31 mei 2019 jam 11.28 di kantor Dinas kependudukan
dan Pencatatan sipil kabupaten Blitar, beliau memaparkan bahwa dalam
pemanfaatan data yang tertera di undang undang adminduk/ administrasi
kependudukan ada 5 item pemanfaatan data yang salah satunya adalah untuk
pelayanan publik dengan prinsip single identity yaitu satu nama sati NIK
(Nomor Induk kependudukan) dalam hal hubungannya dengan
penyelenggaraan Pemilukada 2018 maka item pemanfaatan data masuk
Dalam rangka Pembangunan Demokrasi di mana data awal 1tu berasal dari
Dispenduk , menurut beliau setiap sebelum Pemilu harus menyusun DAK2
tetapi data tersebut di berikan oleh kementrian tetap entri1 data kependudukan
di wilayah kerja dinas Pendudukan dan Catatan Sipil setempat dalam hal ini
di Blitar yang kemudian diolah di data center kemendagri untuk di jadikan
single Identity ,DAK 2 1tu masih dalam bentuk data agregat yang kemudian
akan di proses menjadi DP4 yang akan di berikan oleh kemendagri ke KPU |,

posisi dispenduk hanya entri dan merupakan bayangan data yang benar ada di



389

kemendagri. KPUD blitar memintanya ke KPU pusat melakui KPU provinsi
dan KPU pusat meminta data ke Kemendagri dan ke DUKCAPIL.

Data yang dalam bentuk Singgle identity itu tidak bisa di salah
gunakan in1 juga untuk tujuan penegakan hukum dan pencegahan criminal
dengan cara mengubah data.

Menurut bapak Anggo di dalam Undang undang Pemilu Data dari
Dispenduk adalah salah satu sumberdata bukan satu satunya sumberdata
tetapi juga di sandingkan dengan DPT pemilu Sebelumnya, dan dalam hal ini
KPUD tak bisa meminta langsung ke dispenduk / hak akses, akan tetapi
apabila ada keraguan identitas domisili maka bisa meminta bantuan ke pihak
disdukcapil.

Dalam proses penyusunan data kependudukan mekanisme yang
dilakukan Disdukcapil sehubungan dengan pengguna hak pilih dalam UU no
7 tahun 2017 disdukcapil memberikan P O ,sebagai data awal.

Dalam hal ketidak validtan data untuk pemilih yang di dasarkan NIK
menurut bapak Anggo warga Negara Indonesia tidak selalu berada di
Indonesia oleh karena 1tu ada 3 proses kependudukan yaitu proses ketika
seseorang berada di dalam Negri, proses saat seseorang berada di Imigrasi
dan proses saat seseorang berada di luar negri sebagai WNA ,selama di
Indonesia dia akan dilindungi dengan Undang undang Adminduk no 23 tahun
2006 kemudian pada masa transisi dia mengurus di bagian Hukum dan Ham
maka data base nya berpinfah dari kemendagri ke kemenkumham dan setelah

itu ketika dia menetap di luarnegri dia di atur dalam undang undang yang di
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atur oleh Kemenlu/ Kementrian Luar Negri, pada proses tersebut di setiap
tahap ketika mengurus ke Imigrasi dari Dispenduk mengeluarkan SKPLN
(Surat keterangan Pindah Luar Negri) untuk mengurus paspornya, dan ketika
dia berada di luar negri dia menggunakan NIK yang di data Kemenlu, maka
ketika seseorang itu berada di luar negri maka NIK di dalam negri itu harus
di non aktifkan dan mengaktifkan NIK dari kemenlu, kareana tak boleh
seseorang memiliki data ganda , supaya seseorang bisa mengurus dan
mengaktifkan NIK luar Negrinya maka by Sistem harus terlebih dahulu
menonaktifkan NIK dalam Negrinya secara otomatis , ketidak validtan NIK
itu terjadi ketika dia pulang dari Luar Negri dia tidal lapor untuk
mengaktifkan NIK di dalam Negri sehingga oleh sistem dia datanya Non
aktif dan masih aktitf di luar Negri.

Terkait ketidak validtan elemen data menurut bapak Anggo dalam
data pemilih 1tu tidak terjadi di dispenduk karena di Dispenduk ada sistem
pengendalian 1nternal yang tidak mungkin terjadi kesalahan jadi
kemungkinan kesalahan ada di P1 data olahan dari KPU pada saat proses
Pemutahiran data pemilih akibat salah input dar1 PPDP.

Dalam hal persiapan untuk penyiapan data pemilu di dispenduk ada
program perekaman kolektif untuk anak sekolah akan tetapi hal itu harus
dilakukan dengan hati hati karena mempertimbangkan adanya kemungkinan
seseorang yang belum umur mendapatkan KTP dengan menyerahkan Akte
kelahiran. Dan yang belum cukup umur itu mendapatkan KIA ( kartu

Identitas Anak)
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Adminduk itu meliputi penataan dan penertibpan data Kependudukan
outputnya berupa dokumen dan file data, jadi menurut undang undang
adminduk kewajiban warga Negara adalah melaporkan data dirinya dalam
hal pendataan sendirt menurut bapak Anggo pendataan EKTP itu mulai 2012
sudah mencapai 90% lebih dan hanya kategori rentan adminduk yang belum
memiliki kesadaran mengurus EKTP yaitu orang orang tua yang memiliki
kesadaran rendah.

Untuk update data di dispenduk capil verifikasi menggunakan
grounded riset / sabit rumput yang di ambil dar1 satu persatu by name yang di
dasarkan pada NIK nya dan biometrik nya.

Dalam hal sistem yang di sediakan oleh dispenduk sudah bagus tetapi
penduduk sendirilah yang merusaknya dengan tidak mau melaporkan
pergeseran atau migrasi masuknya.

Pasal 37

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan
memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan

e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan. Selanjutnya di sebut UU NO 23 Tahun 2006.
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Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia
dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil.

. Implikasi Validitas Data Kependudukan Terhadap Hak pilih dalam

Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di kecamatan
Selopuro.

Mengenai Implikasi validitas data penduduk terhadap hak pilih di
kecamatan Selopuro dilihat dari perspektif Positif  Penulis menemui
Penyelenggara Pemilu baik Tingkat PPK Panitia Pemilihan Kecamatan dan
Tingkat PPS Panitia Pemilihan Suara tingkat Desa yang ada di kecamatan
Selopuro dan hasil dari wawancara Tersebut adalah sebagai berikut :

a. Narasumber 1

Nama : Zaenul Fuad.
Jabatan : Ketua PPK kecamatan Selopuro
Alamat : Desa Ploso kecamatan Selopuro

Pada tanggal 1 juni 2019 pada jam 19.00 . Penulis menemui
mantan Ketua PPK PILGUB 2018 kecamatan Selopuro yang sedang
melakukan aktivitasnya Sebagai tim ferivikasi Pendanaan Simpan
Pinjam di Unit Pengelolaan Keuangan UPK kecamatan Selopuro, dalam
wawancaranya beliau menjelaskan :

“ Validitas data kependudukan di kecamatan Selopuro jika dilihat
dar1 data pemilih berdasarkan undang undang Pemilu sudah sesuai
dan validt data kependudukan sebagai acuanya pun juga sudah
sangat validt memang ada beberapa yang tidak terakomodasi di
daftar pemilih 1tu karena mereka enggan untuk melaporkan
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migrasinya atau mereka yang sudah tua yang tidak mau
melakukaan perekaman E-KTP karena mereka merasa tidak
memerlukan E-KTP karena Usia mereka yang sudah tua dan 1ni
terjadi di setiap wilayah Kerja PPS di desa masing masing, akan
tetapi dalam proses tahapannya bagi mereka yang bisa menunjukan
KTP elektroniknya saat hart H di TPS terdekatnya bisa
menyalurkan hak pilihnya sebagai Pemmilih Tambahan dengan
menunjukan KTP Elektroniknya sebagai Pengganti dari C6
walaupun C6 sendir1 bukan syarat untuk menggunakan hak pilih
tetapt hanya bersifat pemberitahuan untuk melaksanakan haknya
dalam memilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, bahkan
terkait data penduduk pihak PPK berkordinasi dengan Pihak
kecamatan memberikan Himbauan kepala Desa  untuk
mengumumkan kepada warganya yang belum melakukan
Perekaman KTP elektronik agar segera melakukan Perekaman agar
bisa menggunakan hak pilihnya hanya ada beberapa kasus yang
berbeda terjadi di dua desa yaitu Desa Jambewangi dan Desa
jatitengah untuk lebih detainya silahkan mencari informasi ke dua
desa tersebut”

Dar1 keterangan tersebut secara umum bisa disimpulkan bahwa
tahapan dan perjalanan data pemilih di kecamatan Selopuro sudah
sesual dengan undang undang no 7 tahun 2017 dan PKPU sebagai
petunjuk teknis penyelenggaraanya, dan kendala utamanya adalah
ketidak fahaman tentang kewajiban untuk mendaftarkan dir1 atau untuk
perekaman begitu mereka bermigrasi ke Selopuro dan juga kesadaran
kewajiban perekaman Ektp bagi orang tua yang acuh tak acuh dan tak
bisa di sosialisasikan

b. Narasumber 2
Nama : M.Fathul Badrul Huda
Jabatan : Anggota PPS Desa Jambewangi Divisi Data.

Alamat : Desa Jambewangi Kecamatan Selopuro
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Pada tanggal 1 Juni 2019 pada jam 15.00 , Penulis menemui
saudara Fathul di kediamanya di desa Jambewangi dalam hasil
wawancaranya saudara Fathul menyampaikan :

“Didesa jambewangi sendiri data penduduk jika dilihat dari data yang
ada di kantor Desa dan data yang di turunkan dar1 KPU 1tu memiliki
tingkat prosentase kevalidtan 80% ini terjadi karena adanya warga yang
tidak melaporkan statusnya misalkan ketika berganti Status sehingga
NKK nya berubah akibat hubungan pernikahan atau perceraian ada
penduduk desa jambewangi yang pada rentang waktu tahapan
pemutahiran data tiba tiba menikah dan menetap di jambewangi mereka
tidak segera untuk mengurus KK nya sehingga pasangan dari warga
jambewangi tersebut pada hart H pemilihan tak bisa menggunakan hak
pilihnya di TPS yang ada di jambewangi, ada juga kasus dua orang nama
sama yaitu Gatot Sugiyono tinggal di RT.02 RW.06 Desa Jambewangi
yang mana salah satunya meninggal dank arena kemendesakan untuk
waris di carikan Akte kematian dan ketika Gatot sugiyono yang masih
hidup akan melakukan perekaman tidak bisa karena datanya sudah di
gunakan oleh Gatot sugiyono yang meninggal setelah di telusuri ternyata
Gatot sugiyono yang masih hidup itu sempat bekerja di luar negri dan
pulang pada saat menjelang PILKADA gubernur dia pulang dan tidak
segera melaporkan data dirinya ke pihak Desa, kepergianya sejak tahun
2005 sehingga dia tidak masuk dalam perekaman KTP EL dan tak bisa
menggunakan hak pilihnya pada har1 H”

Narasumber 3

Nama : Amidanal hikmah
Jabatan : Ketua PPS PILGUB Desa Jatitengah
Alamat : Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro

Pada tanggal 2 juni 2019 jam 19.25 penulis menemui ketua PPS
desa Jatitengah di kediamanya dalam wawancaranya saudari amidanal
menjelaskan:

“ Kendala kevalidtan data pemilih sebagai imbas dar1 ketidak validtan
data penduduk sebenarnya sama dengan desa lainya yaitu terkait migrasi
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yang tidak segera dilaporkan sehingga membuat dia kehilangan haknya
sebagai warga Negara yaitu hak pilihnya , di jatitengah sendiri ada
kejadian Kkhusus yaitu seorang anak SD atas nama Muhamad Rifki
Maulana dengan NIK 3505221604050002 putra ke 3 dari bapak Al

Mustofa dng NKK 350522050806 yang dalam Kartu Keluarganya (KK)
memiliki status Ceral mati padahal dia kelahiran 13-04-2005 yang jika
dilihat dar1 usia dia masih berumur 13 tahun dan masih SD tetapi dengan
ststusnya tersebut ahirnya dia masuk data pemilih, ini terjadi karena
kurang telitinya petugas PPDP yang melakukan coklit tetapr itu juga
bukan mutlak kesalahan petugas PPDP karena menurut undang undang
di bawah 17 tahun apabila pernah menikah juga memiliki hak pilih,
setelah di konfirmasi sebenarnya bapak ali mustofa sudah tau tentang
kesalahan data tersebut dan i1tu kk di keluarkan tahun 2006 yang pada
saat mencari KK itu menggunakan Calo, tetapi karena tak di angap
penting maka hal tersebut di biarkan saja, tetapi pihak PPS bergerak
cepat dengan tidak memberikan C6 nya agar tidak di salah gunakan”

Dari nara sumber diatas bisa di simpulkan bahwa ketidak validtan
data 1tu bukan karena sistem yang salah dar1 pihak pemerintah apakah itu
Dispenduk atau pihak jajaran KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang
sengaja menghilangkan hak pilih atau memberikan hak pilih kepada
yang ber hak tetapi lebih karena kurang sadarnya warga sendir1 tentang
kewajiban melaporkan identitas dir1 ke Dispenduk yaitu kelahiran dan
kematian ke dinas kependudukan dan alih status akibat hubungan
pernikahan ke pencatatan Sipil.

Adapun undang undang yang mereka tidak mengerti adalah :

Pasal 348. Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
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a.  pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada
daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;

b.  pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada
daftar pemilih tambahan;

c.  pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar
pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan

d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Sehingga ketidak ta’atan atas kewajiban sebagai warganegara
atas berlakunya undang undang nomor Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan menyebabkan mereka kehilangan hak pilih

nya dalam berdemokrasi

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

a. Dokumen Kependudukan;

b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;

c. Perlindungan atas Data Pribadi;

d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan

Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
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f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan

Data Pribadi oleh Instansi. Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan
memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan
Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia
dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil.

4. Implikasi Validitas Data penduduk terhadap hak pilih dalam
pemilukada Jawatimur dalam perspektif Hukum Islam.
Sebagai warga Negara memiliki hak dan kewajiban , pemenuhan hak
seyogyanya setelah menunaikan kewajibanya , jika di lihat dalam perspektif
hukum islam hal ini sesuail dengan ayat Al qur’an surah Al Nahl ayat 97 yang

berbunyi
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G oot B 4% oATR 4 g, 4 BM oF o% g Lo 2 8
e & w o ‘J‘?&"‘ J ‘_’JA \9 ~ J ‘J-? - - L"‘

Gistais 1348 L ol b 3 53l
Artinya :
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan
kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka
kerjakan.’(QS. Al- Nahl.97)

Ini merupakan janji dari Allah Ta’ala bagi orang yang mengerjakan
amal shalih, yaitu amal yang mengikuti Kitab Allah Ta’ala (al-Qur’an) dan
Sunnah Nabi-Nya, Muhammad, baik laki-laki maupun perempuan yang
hatinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Amal yang diperintahkan itu
telah disyari’atkan dar1 sis1 Allah, yaitu Dia akan memberinya kehidupan
yang baik di dunia dan akan memberikan balasan di akhirat kelak dengan
balasan yang lebih baik daripada amalnya. Kehidupan yang baik itu
mencakup seluruh bentuk ketenangan, bagaimanapun wujudnya.

Sedangkan taat kepada Undang undang adalah implementasi dari
kewajiban taat kepada pemimpin dalam hal ini taat kepada pemerintah

sebagaimana ayat berikut
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Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya”. (QS. Al- Nisa .59)

Demikian juga Rosulullah Muhammad SAW pernah berwasiat 76
Lod 188 &)y dsUally aaidly A (5 38 aua o
Artinya :

“Aku wasiatkan kalian agar senantiasa tagwa kepada Allah serta mendengar

dan taat kepada pemimpin (negara) meskipun pemimpin tersebut seorang

budak dari Habasyah.” (HR. Al-Tirmidzi, no. 2676)

Maka selain dari pada itu memilih pemimpin adalah kewajiban

sebagaimana sabda Rosulullah berikut:
ahas) ) gasld il L&A z A 1))
Artinya :

“Apabila kamu bebergian tiga orang maka hendaklah kamu mengangkat

pemimpin salah seorang di antara kamu”. (HR. Abu Daud).”’

’® Abu Isa Muhammad bi Isa At Tirmizi .”Ensiklopedia hadist.6:Meniti Jalan Sunah”.
Cetakan 1 :(Al mahira:Jakarta,2013).Hal. 885
7 Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani,” Ensiklopedia Hadist 5;
Sunan Abu Dawud” ,(Jakarta;Al Mahira;2013).hal.543
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Maka itu dengan tidak melaksanakan kewajiban yang satu yaitu taat
terhadap aturan pemerintah tentang kewajiban lapor peristiwa kependudukan
dalam hal 1n1 data penduduk maka di dalam Islam dia kehilangan kewajiban
lain yaitu kewajiban untuk memilih Pemimpin in1 sesuai dengan kaidah fiqih

berikut :
QHJJJHY\uﬁJ_m\“

Artinya :
“Pada dasarnya setiap perintah itu menunjukan hukim wajib >’
B. Temuan Penelitian.

Berdasarkan penemuan data penelitian di lapangan yang peneliti
temukan . mengenal “Implikasi Validitas Data kependudukan terhadap Hak
Pilih dalam Pemilukada 2018 di Kecamatan Selopuro dalam perspektif
Undang undang Nomor 7 tahun 2017 dan Hukum Islam”. Masyarakat yang
kehilangan Hak pilih dalam Pemilukada Serentak tahun 2018 di kecamatan
selopuro itu di akibatkan mereka tidak mentaati undang undang nomor 23
tahun 2006 tentang Adnministrasi Kependudukan dan undang undang nomor
24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang undang nomor 23 tahun 2006

tentang administrasi kependudukan terutama Pasal 3 uu no 23 tahun 2006

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan
memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil.”

Sehingga dia kehilangan hak dia atas :

e Zen, Amirudin, Ushul Figh,(Yogyakarta:Sukses Offset,2009), hal. 108
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a. Dokumen Kependudukan;

b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

c. Perlindungan atas Data Pribadi;

d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen:;

e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data
Pribadi oleh Instansi. Pelaksana.

Dan berdasarkan syarat menggunakan hak pilih dalam undang
undang no 7 tahun 2017 dia kehilangan hak pilih karena tak memiliki

dokumen kependudukan yang validt yaitu KTP Elektronik.

Dan mengenai upaya penyelenggara Pemilu dalam menyajikan data
pemilih yang validt sudah di lakukan sesuai tahapan dan sesuai dengan
undang undang no 7 tahun 2017 dengan menggunakan Data Penduduk dari
Dispenduk yang diserahkan oleh Departemen dalam negri sebagai salah satu

sumber data dalam penyusunan daftar pemilih.

Upaya tersebut yaitu melalui proses pemutahiran di mulai dari
penyerahan P O dari dispenduk melalui Depdagri untuk di jadikan DP4 oleh
KPU yang kemudian di Coklit oleh Petugas Pemutahiran Data (PPDP) yang
kemudian menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian di

mutahirkan menjadi DPT , dan banyaknya data pemilih yang bermasalah itu
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juga di akibatkan oleh migrasi penduduk akibat dar1 perubahan status karena

hubungan Pernikahan baik yang menikah atau yang bercerai.

C. Pembahasan.

1. Implikasi Validitas Data Kependudukan Terhadap Hak pilih dalam
Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di kecamatan
Selopuro
a. Perjalanan Data Pemilih di kecamatan Selopuro pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil gubernur JawaTimur tahun 2018.

Dalam proses perjalanan data pemilih di kecamatan selopuro
pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur sudah sesuai dengan
Undang undang Nomor 7 tahun 2017:

Pasal 348 sebagai syarat memilih
(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS
meliputi:
a) pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada
daftar pemilih tetap di1 TPS yang bersangkutan;
b) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada
daftar pemilih tambahan;
c¢) pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar
pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan

d) penduduk yang telah memiliki hak pilih.
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Dan kemudian penyusunan daftar pemilihnya di atur dalam
peraturan teknis KPU No 2 tahun 2017 tentang pemutahiran dan
penyusunan daftar pemilih dalam pemilithan Gubernur dan
wakilgubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil

walikota.

Pasal 7

(2) Pemerintah menyampaikan DP4 vyang telah dikonsolidasi,
diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam)
bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke
Bawaslu.

(3) DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data potensial
Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh
belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci

untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.

Pasal 11

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data
Pemilih dibantu oleh PPDP.

(2) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari
pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau
sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.

(3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan

diberhentikan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
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(4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah:

d.

b.

1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai
dengan 400 (empat ratus) orang; dan
paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan

jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

(5) PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara

langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau

Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.

(6) Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan

untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara:

d.

Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum
terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model
A.A-KWK;

Memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
Mencoret Pemilih yang telah meninggal;

Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil
menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas)
tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan

suard,
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g. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada
keberadaannya;

h. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan
surat keterangan dokter;

1. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya
berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

j.  Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom
jenis disabilitas; dan

k. Mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan
bukan  merupakan  penduduk  pada  daerah  yang

menyelenggarakan Pemilihan.

Pada proses inilah akan terlihat apakah daftar Pemilih 1tu
benar benar Validt sesual dengan data kependudukan, terkadang
masyarakat sendiri malu dan tak mau di data untuk di masukan
kedalam daftar pemilih apabila ada keluarganya yang berkebutuhan
khusus atau sudah berusia senja dengan mengatakan “sudah tua
untuk apa melakukan perekaman E KTP” tap1 tak jarang karena
teknis pendataannya adalah dengan menulis manual maka sering
terjadi kesalahan input NIK sehingga ketika di singkronkan dengan
data Penduduk NIK tersebut tidak terdeteksi dan kemudian di

lakukan Pembetulan pada daftar Pemilih.
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(7) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada
formulir Model A. KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a:

a. Belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
Surat Keterangan; atau

b. Tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk
dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik
atau Surat Keterangan,

Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu

Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.

(8) Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
PPDP mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A. KWK
dan formulir Model A.A-KWK, dengan memberikan catatan pada
kolom keterangan:

a. Tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
Surat Keterangan; atau
b. Belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau Surat Keterangan.

Jika dilihat dari tahapan yang sudah di lalui KPU kab Blitar
melalui PPK dan PPS nya tidak mendiskriminasi dan tetap
mengakomodasi mereka yang tak memiliki atau tak dapat

menunjukan KTP Elektronik atau surat keterangan Perekaman dan
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dengan memberikan kesempatan untuk melakukan perekaman
EKTP di DispendukCapil sehingga mereka bisa menggunakan hak

pilthnya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawatimur.

Pasal 12

(4) PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum
dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(8), dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK

(5) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK.

(6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5)
dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam
berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

(7) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat dihadiri oleh
PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

(8) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (7),
PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan
masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

(9) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disertai
dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,

tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
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(10) PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (9), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

Pasal 13

(2) PPK menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayat (5) dengan menggunakan formulir Model A.C.2-KWK.

Pasal 14

(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih hasil
penyusunan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK.

(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap

Pemilih dalam Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dengan mengacu pada DP4.

(10) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan formulir Model
A.1.3-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan formulir

Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:

a. KPU Provinsi/KIP Aceh:
b. KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh;
c. Panwas Kabupaten/Kota;

d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
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e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan

dan catatan sipil setempat.

Pasal 15

(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan dinas
yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil
setempat untuk meminta Kketerangan bahwa Pemilih yang
bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang
sedang menyelenggarakan Pemilihan, setelah menyampaikan
salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (10)
huruf e.

(2) Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan
dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa
Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di  wilayah
administratif yang sedang menyelenggarakan  Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota
menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan
catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan
tersebut.

(3) Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas
yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil
di daerah kabupaten/kota setempat tidak memberikan keterangan

bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah
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administratift yang sedang menyelenggarakan  Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU/KIP Kabupaten/Kota
mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam
berita acara yang ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan
catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat dan disaksikan oleh

Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 16

(1) Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan
dan catatan sipil setempat tidak dapat memberikan seluruh data dan
informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir
Model A.C.3-KWK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan
kepada KPU.

(2) KPU menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan melakukan koordinasi dengan Kkementerian yang
menyelenggarakan urusan dalam negert untuk melakukan
pengecekan terhadap data Pemilih yang ada dalam formulir Model
Model A.C.3- KWK.

(3) KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan bersama
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada KPU/KIP

Kabupaten/Kota.
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(4) KPU/KIP  Kabupaten/Kota  segera  menindaklanjuti  hasil
pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
melakukan:

a. memasukan pemilih kedalam DPT apabila pemilih dimaksud
terdaftar database kependudukan;

b. mencoret pemilih dar1t DPT apabila pemilih terdaftar dalam
database kependudukan daerah pemilihan lain; dan

c. berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan
kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat
Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam database

kependudukan.

Pasal 17

PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk
mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah

menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (12).

Tahapan dar1 DP4 sampai DPS semua dilakukan , PPS
bekerjasama dengan Pihak Pemerintahan Desa selaku Fasilitator
pemilu tingkat Desa tak jemu jemu mensosialisasikan proses tahapan
ini , akan tetapi banyak dari warga yang mengacuhkanya sehingga
mereka yang masuk kategori pemilih Non Data Base karena Data
mereka tak ada di database Dispenduk ahirnya di coret dari DPS , akan

tetapi pihak penyelenggarapun tetap mengakomodasi mereka yang tak
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masuk kedatabase dan belum masuk ke daftar pemilih untuk
melakukan Perekaman sampai tahapan selanjutnya yaitu tahapan

Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 18

(1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan
dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama
dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada
PPS.

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan
dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi
tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:

a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2);

b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas)
tahun;

c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang
berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Pemilih sudah meninggal dunia;
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e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain
tersebut;

f. Pemilih terdaftar lebih dar1 1 (satu) kali; dan/atau

g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2).

(3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan
menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya
diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-
KWK.

(4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemilih yang
informasinya diusulkan untuk diperbaiki.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki
DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat
Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan

perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

Dalam tahapan Daftar Pemilih Tetap bagi mereka yang belum
terdaftar dalam daftar pemilih karena belum memiliki KTP Elektronik

atau belum melakukan perekaman tetap di beri kesempatan untuk
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memasukan namanya kedaftar Pemilih dengan menyerahkan Foto copy
KTP Elektronik yang di sertakan dengan Form Model A.1.A-KWK.

Aduan Masyarakat.

Dan bahkan ketika tahapan ini berahir masih ada warga
Negara yang belum terdaftar sebagai Pemilih masih bisa menggunakan
Hak pilihnya pada hari H yaitu sebagai Pemilih Tambahan yang masuk
kategor1 DPTB daftar pemilih tambahan yang mana tetap ketika
menunaikann hak nya untuk memilih dengan menunjukan KTP
Elektroniknya atau Surat keterangan dari Dispenduk bahwa sudah

melakukan Perekaman

Jadi yang dilakukan penyelenggara dala perjalanan Data
Pemilih di kecamatan selopuro sudah sesuai dengan Undang undang
no 7 tahun 2017 dengan mengacu pada peraturan turunanya yang

merupakan aturan teknis Penyelenggaraan Pemilu yaitu PKPU no 2

tahun 2017.

Validitas data kependudukan di kecamatan Selopuro pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur JawaTimur tahun 2018.

Jika mengacu pada undang undang Adminduk yaitu Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 , data penduduk
yang ada di kecamatan Selopuro memiliki tingkat ke validtan yang

tinggi walaupun belum 100% , proses pendataan dengan mekanisme
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grounded riset / sabit rumput untuk kegiatan apapun pasti syaratnya
adalah Identitas Penduduk yang sesuai dengan data Base di dispenduk.

Maka dari 1tu proses pecah KK , pecah Waris , Kelahiran itu
secara otomatis tercatat karena warga membutuhkan Dokumen untuk
legalitasnya dalam menuntuk hak.

Akan tetapi ada sebagian dari warga masyarakat yang merasa
sudah tidak meiliki kepentingan terhadap Data kependudukan yaitu
mereka orang orang Tua yang masuk kategori Rentan Adminduk, dan
stalnya data mereka yang masuk kategori Rentan Adminduk itu tak
bisa di deteksi secara pasti dan itu di ketahui ketika ada laporan dari
kegiatan yang berbasis data Penduduk yang di dasarkan pada KTP
Elektronik.

Akan tetapi tak semua orang tua itu masuk kategori rentan
Adminduk hanya mereka yang memilki tingkat pendidikan yang
kurang dan ekonomi yang kurang yang memiliki kesadaran kurang atas
pentingnya administrasi kependudukan.

Dalam hal 1nmi terlihat adanya hubungan faktor Pendidikan dan
Ekonomi dengan Kesadaran terhadap ketaatan peraturan perundang
undangan, tingkat pendidikan yang rendah dan di barengi dengan usia
yang sudah tua membuat mereka cenderung acuh dan tak mau
mentaati peraturan dengan dalih usia dan taka ada kepentingan yang
lebih penting dari melalui hidup di masa tuanya. Seperti halnya

Pendidikan Kemiskinan juga memiliki hubungan erat dengan
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kesadaran Hukum masyarakat miskin lebih cuek karena mereka tak
merasa memiliki kepentingan terhadap aturan mereka hanya pasif
terhadap aturan dan mengikutinya dan hanya berkeluh kesah ketika tak
dapat menikmati kebijakan akibat tak terpenuhinya syarat sebagai
penerima kebijakan , berbeda mereka yang memiliki tingkat
perekonomian yang tinggi mereka memiliki kesadaran untuk
mengamankan dirinya dengan mematuhi kwajibanya dalam mentaati
peraturan untuk mendapatkan haknya.

. Implikasi Validitas Data Kependudukan Terhadap Hak pilih
dalam Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur di
kecamatan Selopuro.

Dar1 temuan penelitian yang di lakukan melalur wawancara
baik itu wawancara dengan jajaran Komisioner Penyelenggara Pemilu
mulai dar1 Komist Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sampai ke
jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan
Suara Tingkat Desa (PPS) maupun wawancara yang dilakukan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, hubungan
antara hak pilih dengan Validitas data kependudukan adalah hubungan
Sebab akibat, yaitu dimana seseorang tidak terdaftar di daftar pemilih
dan tidak dapat menggunakan haknya karena data dirinya yang tidak
validt.

Dar1 hasil temuan penelitian sebenarnya pihak pemerintah

baik 1tu Dispenduk maupun Pihak Jajaran Komisi Pemilihan Umum
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Sendir1 sudah berusaha keras untuk berkolaborasi menyajikan daftar
Pemilih yang sesuai dengan data kependudukan yang validt,dispenduk
sendirt dengan mekanisme grounded risetnya dan Komisi Pemilihan
Umum dengan pelaksanaan tahapanya yg begitu detail dan sesuai
dengan aturan pelaksanaan dari undang undang No 7 tahun 2017 yaitu
Peraturan KPU nomor 2 tahun 2017 tentang pemutahiran data dengan
tujuan berusaha mengakomodasi hak warga Negara agar tidak
kehilangan hak pilihnya

Ada beberapa hal .yang membuat data penduduk itu tidak
validt dan mengakibatkan mereka tak bisa menggunakan hak pilih,
pemilu sebagai implementasi demokrasi itu dilaksanakan berdasarkan
Undang undang dan di atur dalam pelaksanaanya oleh aturan undang
undang , sebagai mana aturan Penyelenggaran Pemilu syarat memilih
itu adalah KTP elektronik dalam hal 1n1 terlihat undang undang pemilu
itu berkaitan dengan undang undang lainya yaitu undang undang
adminduk ( undang undang no 23 tahun 2006 dan undang undang no
24 tahun 2014) , kehilangan hak pilihnya itu adalah akibat dar1 warga
Negara tidak taat pada dua undang undang sekaligus yaitu undang
undang adminduk dan undang undang Pemilu di sini terlihat bahwa
dengan tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga Negara sesuai
dengan Pasal 3 undang undang Adminduk “Setiap Penduduk wajib
melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang

dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan
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vang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”
Maka akibat ketidak validtan data pemilihnya dan mereka akan
beresiko kehilangan hak pilihnya.

Dalam hal in1 pemerintah baik 1tu Dispenduk dan KPU sudah
bekerja keras dengan mensosialisasikan akan tetapi adanya warga yang
masuk kategori rentan adminduk yang pasif terhadap kewajibannya |,
pemerintah baik dispenduk dan KPU pada titik ini kebingungan antara
aktif melaksanakan kebijakan sesuai undang undang atau pasif
menunggu kesadaran dar1 warga sendiri, kenyataan seperti ini sesuai
dengan pendapat Thomas R dye, yang di kutip Irfan Islamy (1989)
bahwa kebijakan Negara sebagai “is whatever goferment choose to do
or not to do” (“apapun yang di pilih oleh pemerintah untuk di lakukan
atau tidak dilakukan™) . Di sini terlihat pemerintah baik dispenduk
maupun KPU sampai detik ahir terus melakukan kebijakanya jadi tak
ada alasan yang menyatakan pemerintah dalam hal in1 Dispenduk
maupun KPU tidak melakukan kebijakan untuk menyajikan Daftar
Pemilih bedasarkan data kependudukan yang validt.

2. Implikasi Validitas Data penduduk terhadap hak pilih dalam
pemilukada Jawatimur dalam perspektif Hukum Islam.

Implikasi Validitas Data penduduk terhadap hak pilih dalam

pemilukada Jawatimur jika dilihat dalam perspektif Hukum Islam

merupakan akibat dari1 ketidak taatan warga Selopuro terhadap Pemerintah

”® M.Darin Arif Mu’allifin,” Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penetapan Lokasi
Industri di kawasan Industri sebagai upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan (
studi analisis yuridis penataan ruang kota madia tingkat II Kediri).(tesis.pasca sarjana).

(Universitas brawijaya.1999). hal.118
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dalam hal in1 aturan yang ada di dalam Undang undang adminduk, sebagai
mana firman Allah dalam Al Qur’an Surat An Nisa ayat 59 yang

menjelaskan tentang kewajiban taat terhadap pemimpin (Pemerintah).

T aSia ) )y O gl ) gaulal s Al ) gagkal ) gial Gl L3l o

M . e 2k A% o 2 G ¢ TRt D R L Y
AL Geia g AS ) Jou g Al () 093 2 5 (o (A pe L LA
= £ 2 o Wweo 3 = % a * u n-'a -
)l,,;l:i Qm‘jjpsﬂéd {3 :E‘g\ ej..mj
Artinya :

ki

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya”. (QS. Al- Nisa .59)

Demikian juga Rosulullah Muhammad SAW dalam wasiatnya

menyatakan :
i 186 (g delally paidlly ) (s 385 ASuaa
Artinya :

“Aku wasiatkan kalian agar senantiasa tagwa kepada Allah serta

mendengar dan taat kepada pemimpin (negara) meskipun pemimpin

tersebut seorang budak dari Habasyah.” (HR. Al-Tirmidzi, no. 2676)"

% Abu Isa Muhammad bi Isa At Tirmizi .’Ensiklopedia hadist.6:Meniti Jalan Sunah™.
Cetakan 1 :(Al mahira:Jakarta,2013).Hal. 885
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Dalam konsep warganegara pemenuhan Hak dalam hak pilih di
selopuro harus di dahului oleh pemenuhan kewajibanya yaitu kewajiban
melaporkan identitas dir1 ke dispenduk agar data dirinya sebagalr warga
Negara validt dan bisa di jadikan syarat untuk menggunakan hak pilihnya
setelah terdaftar di daftar pemilih. Proses in1 sesuai dengan ayat Al qur’an
surah Al Nahl ayat 97 yang berbunyi

50%
1
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Artinya :
“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami
beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang
telah mereka kerjakan.”(QS. Al- Nahl.97)

D1 dalam 1islam sendiri Pemilihan pemimpin adalah suatu

kewajiban sebagimana sebagaimana sabda Rosulullah berikut:
ahdal ) galsuld il 8 ADG gz A 1)
Artinya :

“Apabila kamu bebergian tiga orang maka hendaklah kamu mengangkat

pemimpin salah seorang di antara kamu”. (H.R. Abu Daud).”

*! Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani,” Ensiklopedia Hadist 5;
Sunan Abu Dawud” ,(Jakarta;Al Mahira;2013).hal.543
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Maka hilangnya hak pilih warga Selopuro itu jika dilihat dalam
perspektif hukum Islam di akibatkan karena ketidak taatan kepada
pemerintah dalam hal in1 Undang undang Adminduk yang berakibat pada
tidak terpenuhinya kewajiban memilih Pemimpin akibat melanggar
undang undang no 7 tahun 2017 tentang syarat Memilih.

Dalam kaidah Figih menyatakan :

Qs sl e V) A Ja V)
Artinya :

“Pada dasarnya setiap perintah itu menunjukan hukim vwirjlfb""8'2
Maka taat kepada aturan pemerintah selama tidak menimbulkan
kemaksiatan dan menimbulkan kemunkaran kita wajib mentaatinya.
Dengan demikian setiap warga Negara yang ada di kecamatan Selopuro
wajib hukumnya untuk mentaati undang undang adminduk dengan
melaporkan identitas dirinya agar bisa melaksanakan kewajiban yang
lainya yaitu memilith Pemimpin barulah warga Negara yang ada di

selopuro bisa menuntut haknya sebagai warga Negara atas kebijakan

Pemimpin Hasil pilihanya.

52 Zen, Amirudin, Ushul Figh,(Yogyakarta:Sukses Offset,2009), hal. 108



